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PERATURAN MENTERI KEUANGA'N

NOMOR i-zl lPMK' 02 / 2008

TENTANG

TATA CARA PENIYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA PENTELENGGAR;AN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM POS

MENTERI KEUANGAN,

: a. bahwa dalam rangka' penyelenggaraan kewajiban pelayanan

urnum (public s'ruici iutigoi*) yang 
. 
ditetapkan oleh

Pemerintah, ternaaaf feluyu'itt "*"* 
pos telah dianggarkan

subsidi/bantua,' aiuio A"gg*un Penclapatan dan Belanla

Negara;

b. bahwa dalam rangka Penggunaan ,dana 
penyelenggar:an

kewajiban p"Iuyuta"t '-'*"*' 
- 

dipandang perlu menetapkan

tata cara penyediaan, pencairan' dan pertanggungjawaban dana

Menimbang

Mengingat

dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan- sebagaimlna dimaksud
' 

;;h- huruf a dan iruruf b' pertu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Tata Cara fmfedialu 
Pencairan

i"""i:*i*ga;stu*"b*"Du'''u Penyelenggaraan Kewajiban

Pelayanan Umum Pos;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nesara (Lembaran N;; Republik Inclonesia-Tahun 2003

i'l;";;; .ii, iu*t"t u" 
'i**uutu" 

Negara Republik Indonesia

Nomor 1[286);

z y:g:"-c;ur9:",g I'J:jJ'.:;H ;:liJi'l'ffi #il iff H
HJf il:ffi: 

tif,^?ffi;;-i"*L'u,u,' Negara Republik
Indonesia Nomor 4?37);

3. Untiang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahataan

Nesara (Lembaran il;;" Republik lndonesia Nomor 5'

;;-fl;;J;*0"'u" r'1""g"; n"puutit' lndonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
" ;;;;;- ai' s"i;i" Negara rahun Anggaran 2008

(Lembaran Negara n"ptiliit i"d"o""'iu Tahun 2007 Nomor 133'

rambahan Lembaran ffi;;;; RA;b1tf-I"l:T:ii Nomor 4778)

sebaqaimana t"ran oi"i?n dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun zOOs (l-"mbi'; N"guiu Republik- Indonesia Tahun

2008 Nomor 63, T;;;J;" Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48t18);
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a

Petaturan Penrerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penvosunu., Rencana Keria dan Anggaran Kementerian
' ran Negara RePublik IndonesiaNegara/Lembaga (Lemba

fuilrn ioo+ trioi-,or zs. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4406);

PerafuranPernerintahNotnor8Talrun2006tentangPelapolan
KeuansandanKinerjalnstansiPemerintah(LembararrNegara
ii;ilitk in.lo,r.*iu' Tahun 2006 Nomor 25' Tambahan

L"*Uutun Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

o.

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Penclapatan -dan 
Belania Negara

(Lembaran Negari-Republik Indtnesia Tahun 2002 Nomor 73'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4214)

;;;;;i;""" teiah ,liubat ..lengan ryP"T::":':siden 
Nomor

iZ r?nurl 2004 (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 92, Tambahan" Lembiran Negara Republik

Indonesia Nomor 4418);

8. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian

enigurur't nelanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008;

].0.PeraturanMenteriKeuarrganNomor08/PMK.0212005tenta11g
Pengelolaan Bagian Anggiran Pembiayaan dan Perhitungan;

l l .Pera turanMenter iKeuanganNomor-17 ,1 /PMK.05/2007
tentang Sistern etuntansl du'iPelapotun Keuangan Pemerintah

PusaU

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/PMK'02/2007 tentang'

Petuniuk p".,vt"""'o"--a?t' Penelaahan Rencana Keria dan

;;;;;. Kelnenterian Negara/Lembaga d1n Penyusunan'

Penelaahan, r""g"'uLt' f,an Pelaksanaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008;

13.PeraturarrMenteriKeuanganNomor82/PMK.os/aalTtentang
Tata Cara Pencaran Dan"a atas Beban Anggaran Pendapatan

dan Belania Negara melalui Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENI{ryg TATA CARA

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, ORN PENTANCGUNG]AWABAN

DANA PENYELENGG;IilIN KEWAJIBAN PELAYANAN

UMUMPOS.

MenetaPkan
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Pasal L

Kewaiiban pelayanan umum Pos adalah kewajiban pelayanan

umum pos sebagalmana diatur oleh Menteri Komunikasi dan

tniorrnutii* u.roi d",,gu" ketentuan Peraturan perr:ndang-

ffiil;;; yu'tg p""g"riraannya ditugaskan kepada PT' Pos

Indonesia (Persero) seoagai pelaks ana Public Seraice Obligation

(PSo).

Pasal 2

(1) Penyediaan dana penyelenggaraan kewajiban p-elayanan umum
'-' 

P;;'ditetapkan dulit Rlt"ggutan -Pendapatan, 
dan Belanja

N"guru (Ai'BN) atau APBN-Perubahan pada tahun anggaran

f"r?""gil"" 
'dan 

diberitahukan oleh Dfuektur Jenderal

Anggaran kepada Dfektur Jenderal P-os dan Telekomunikasi-

O"fiittu*"" komunikasi dan Informatika '

(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
t"' 

i'rl,-o-ti"t "t' 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen

Komunikasi dan Inlormatika mengajukan permintaan

penyediaan dana penyelenggaraan kewirjiban pelayanan umum

il"ffii'"6il;' fuia"'ui'a"gu*ui' di1{l^ melampirkan
Rencana f"4" e"ggt'u" f"'iJt't"tiutt Lembaga (RKA-KL)

untuk kegiatan dimaksud'

(3) Berdasarkan permintaan p"ry:di1* d-ana 
- 

sebagaimana

dimaksud pacla ayat (2)^' Iiirektur . f"tltt 
Anggaran

menerbitkan So'ut i"''"tupun Satuan Alggututt Per Satuan

Keria (SP-SAPSK) *ut'i*uf t"U'"tar Pagl] dana yang ditetapkan

dalam APBN *kdi;;';;t{uk biiektur Jenderal Pos dan

Telekomunikasi-D'd;;";;; rtomunikasi dan Informatika

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran'

(4) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana $t*tO:i9- 
pada ayat (3)'

Direktur lenderal Pos d"an Telekomunikasi-Departemen

Komunikasi dan Irrfo"'iitu *"nerbitkan dan menandatangani

Konsep pxt"" rtit" puiuttu"uu" flgg*" 
(DIPA) dan

iti"itr.'"" 
"rtn 

oirektur ]enderal Perbendaharaan'

(s) DIPA sebagaimana dimaksud P"d" iyi:^ill,berlaku 
sebagai

dasar pembayu'ut p""y"1""ggu'uutt' kewaiiban pelayanan

umumpos'

Pasal 3

(1) Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen

Komunikasi dan rnforrirasi membuat l"4t1i3" 
Kerla dengan

PT. Pos ftaot'"'iu 
*ii"""'o) 

berdasarkan DIPA sebagaimana

aim*tua dalam Pasal 2 aYat (4)'
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(2) Perianiian Kerja sebagaimana dirnaksld :".d: 
ayai (1)

ditandatangani oleh urrJkrur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

b"""ta"*J" Komunikasi dan Inlormatika dan Direktur Utama

PL Pos Indonesia (Persero)'

(3) Perjaniian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' memuat

sekurang-kurangnYa:

a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang

ielas mengena, 1"t# dan- iunrlah barang/iasa yang

diPerjaniikan;

b. hak dan kewaiiban para pihak yang tetkait dalam perjanjian;

'c. nilai atau kon ak pekerjaan' serta syarat-syarat

pembaYaran;

d. persyaratan dan spesilikasi teknis yang ielas dan terinci;

e. tempat dan jangka waktu penyelest"l,{Oi1t^":1an dengan

disertai jadwal p"'''y"t"tuiu"fpenyerahan yang Pasti serta

sYara t-sYarat PenYerahannYa;

f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para

pihak tidak memenuhi kewaiibannya; dan

g. PenYelesaianPerselisihan'

Pasal 4

(1) Daram rangka P11cai;T, tTi"ffiJ"::f,?:',:f 5::ttfl
+:[il:ffitJ#&u"1"*u" 

"ro*"*tu'i' dan rnrormatika
selaku Kuasa Pengguna Anggaran menuniuk:

a' peiabat yang diberi kewenangan untuk *"!yk* tindakan

vans *"r,gu*rouruu^ p"r,"g"lou,un. . iiqf"" 
belanla/

;il:"t*di^*^u i"gi"i""6embuat komitmen; dan

b. peiabat pemberi kewenangan untuk menandatangani Surat

i'erintah MembaYar (SPM)'

(2) Tembusan suiat keputusan penunjukan peiabat sebagaimana

dimaksud puau uvut'[ffi'5p"*ir. t"piai git'tt"t Jenderal

Perbendatraraan t q' Oit"ttt"t f"ngelolaan Kas Negara'

Pasal 5

(1) Permintaan pencairan dana sebagaimana

"' ;;;i-;;ui 1s; aiulotu" oleh Direktur

iJ"t"*"t**i-bepartemen Komunikasi

;"8"h dilakukan veriJikasi terhadap

tewajiban pelayanan umum bidang pos'

dimaksud dalam

Ienderal Pos dan

dan InJormatika
penYelenggaraan
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(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

"' iil;;;tk;J-v*i aiu'"tt oleh Direktur Jenderal Pos dan

Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika'

(3) Hasil Veri{ikasi sebagaimana dimaksud pada- ayat (1)

dilaksanakan berdasurl'a-n Stnndar Operuting Procedure (frP)

;"-l"kr;*" verifikasi penyelenggaraan pelayanan kewaiiban

ffi;;;#i;;J #" ditJiapkan oleh DirekturJenderal

Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan

Informatika.

(4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekutang-

kurangnYa:

a. ketentuan umum;

b. alokasi dana penyelenggaraan kewaiiban pelayanan umum

pos;

c. obyek yang akan diveri{ikasii dan

d. prosedur Pelaksanaanverifikasi'

(5)Hasi1 verifikasi terhadap P*y"J:"8,qi-'-1"i 
kewaiiban

nelavanan o*t"" po" '"Uuguimuna dimaksud pada ayat (1)

fi"#'ailngu:; "rJt' 
rl*-i"rifikasi selaku 'verifikator 

dan

PT. Pos Indonesia (Persero) selaku pihak yang divetifikasi'

(6) Hasil verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban

pelavanan o"tt'* po' 
-'Juugul*ittu 

^Ott"t::u 
ayat (5)

ffi'{ioi:;" ;il""sf; dalam" Berita Acara Verifikasi vang

iii*J"iJ'g""t ol"i r.'u'u l::c9"afcff'an/Penanggung
iawab kegiatan seiaku veriJikitor dan PT Pos Indonesia

ti'"*"t.1 ilaku pihak yang diverifikasi'

(7) Berita Acara Vetifikasi sebagaimana q1T"Ut:lO"Oa ayat (6)
' - ^ . , , -aLan .uUf ' ' u t t ' "pe rsyara tanpenca i randana

;;;J;;"'"* kewaiiban pelavanan umum Pos'

(8) Betita Acara Verifikasi sebagaimana OtT.1\::O pada ayat (6)

hanva bersifat "i*Jt"itil 
dul 1i9t-,-*'*oub"tku"'ri.?", 

r-'iat"oi" 6;;;t untuk diaudit oleh instan'i vang

berwenang sesu* a"t'-j"i p"ttt"ran perundang-undangan'

Pasal 6

(1) Berdasarkan tagihan dari PT' Pos Indonesia (Persero) dan

memperhatikan oiinlJ"id*u* ai*urtt"a dalam Pasai 2

1r'i i+1,. *i'u"'?i*'l*# f '"fruX.ffft#"'m
t#i|"*'tllX:'rJLolJihiJr"*]""J"'aPerbendaharaan
c.o'Direkturru"gt'oi;ttKasNegaradengandilampiri:
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a. dokumen perjanjian keria (diajukan sekali pada

permintaan awal);

b. berita acara verifikasi ;

c. kuitansi PembaYaran; dan

d. surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekeriaan-. 
;;;"i dJngan akhir 

-tuhtttt 
utggutan (khusus bulan

Desembet tahun berkenaan)'

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

;;;;d jenderal Perbeidaharaan c'q' Direktur Pengeiolaan

K;;i.;;;" menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

,rr,*t ,i"*"g rekening PT' Pos Indonesia (Persero) pada bank

yang dituniuk.

Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud 
f19u 

uyut

(2) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan'

PasaI 7

(1) Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) menyampaikan
''luporun 

pertanggungjawabal Penggunaan dana

penvelenggataan *"*u;ibu" pelayanan umum pos kepada

6tt,it*t'*l""J"t"i nJs dan telekomunikasi-Departemen

fo*""if.uti dan In{ormatika selaku Kuasa Pengguna

Anggaran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
'-' 

;j;;il; Jenderal Pos tan Telekomunikasi-Departemen

Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan

p"iunggnt gu*ubu" p""-Cg"."""," ^ 
U"t" *fl: Menteri

il""g;.r i.q. oi,ektur J*eideral Anggaran sesuai dengan

peratuian Perundang-undangan'

Pasal B

(1) Direktur Jendetal Pos dan Telekomunikasi-Departembn
t 
.' ["*"fui dan InJotmasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran

;;;#;;akan akuntansi dan pelaporan sesuai Peraturan

perundang-undangan'

(2) PT. Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab sepenulmya

ataspelaksanaan(ranpenggunaandarrapenyelenggaraan
kewajiban PeiaYanan umum Pos'

(3) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab sepenulmya atas

nenvaluran tlana penyelenggaraan kewaiiban pelayanan umum

;;;'d;iK" N"gi* ["pual PT Pos Indonesia (Persero)'

(4) Terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
'^' 

tztu- iir.t"ruti-"tait oleh instansi yang berwenang sesual

dengan peraturan perundang-undangan'
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(5) Apabila hasil audit yang dilakukal olelr,,lnstansi yang

berwenang sebagaimana diiratsud pada ayat (4)' menyatakan

i""O* dlna pJttyuten Ssaraan kewaiiban-pelayanan umum
'rr".rt 

dituneerrr-rg lt"h ffi' Pos Indonesia (Persero) tebih kecil

i.tli..i''luh"!;d telah dibayarkan Pemerintah pada satu tahun

;;;;"" i.ut"ii}'u" o"*buvu'utt dana dimaksud harus

disetorkan oleh Direktui Utama PT Pos Indonesia (Persero) ke

f"t ftl"gttu t"tagai Penerimaan Negara Bukan Pajak'

(6) Apabila hasil audit yang dilakukan oleh . .instansi 
yang

berwenang sebagaimarrl diinksud pada ayat (4)' menyatakan

;J;-d"t pJ"yul""ggutuan kewajiban pelayanan umum

;"g d;.gg"itu ll"l ffi pot Indonesia (Persero) lebih besar

dari jumlah yang telan dibuyu'kutt Pemerintah'pada satu tahun

anggaran, kekurangan pembayaran duna dimaksud tidak dapat

ditagihkan kePada negara'

Pasal 9

(1) Pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum pos

triwulan IV Tahun 
'inggut* 

2007 ' yang^belum dibayar'

Jidokurikur, *elalui APBilI-Tahun Angfaran 2008'

(2) Berdasarkan berita acara veri{ikasi triwulan IV Tahun
t-' 

;;;;;;;- 2007, vr; Pos tndo""sia (Persero) mengaiukan

tagihan kepada DrreKto'ut J"oa"tut Pos dan Telekomunikasi-

;;;;;.*; Komunikasi ian Informasi untuk pembayaran

kekurangan Penyelenggaraan-kewajiban 
pelayanan umum Pos

ti*rrlatt"w tuh"n Anggaran 2007'

(3) Berdasarkan tagihan sebagaimana 
"P"9" --iI" 

(2) pejabat

sebagaimana dimaksui- plJ' n'*f 4 
?y?: 

(1) huruf b

ffiilril; SpM dan nienyampaikannya.kepada Direktur

i""i"l"i 
p"tu"ndaharaan t'q' bit"Ltot Pengelolaan Kas Negara

dengan dilamPiri:

a. berita acara verifikasi triwulan lV Tahun Anggaran 2007;

b. kuitansiPembaYaran'

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana aiT?tld pada ayat (1)'

Direkur Jena"r"r p"ruill?rr**n c.q. Direktur Pengelolaan Kas

ft;iail ^"""tui*t*-J"*i Perinta^h Pencgan Dana (SP2D)

untuk untung ,"""*;;;i. pos lndon"sia (Persero) pada bank

Yang ditunjuk'

(5) Tata cara penerbitan SP2D sebaeaimanl llllksud 
pada ayat

(4) dilakukan s""'u' i""g"" perai:ran perundang-undangan'
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Pasal L0

(L) Dana Pmyelenggaraan kewajiban Pflal,lan urnum Pos yang
'^' 

;;hr* auput 
"iiuuyurkan 'sampai 

{"FT.^*hir 
tahun'

;ir;;".d pada Rekening Cadangan suusiai{fo atas nama

Menteri Keuangan '""'u'i d"ttg* peraturan perundang-

undangan.

(2) Tata cara pencairan darn pada rekening:uqTF"" subsidi/PSO
*' 

,"r"g*#r," dimaksuJ pada ayat 11; autsattutan sesuai

dengln peraturan perundang-undangan'

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka P,"|"qTi* Peraturan

irl""J-rJr..i""'ini diatui t"ui}' u"i"t ol"h uit"ktttt Jenderal

il;;;; ;"" u"tu,, pit"ktot Jenderal Perbendaharaan'

Pasal 12

PeraturanMenteriKeuanganiniberlakusepanjangsubsididana
;";;&;; te*u;iuil p"ravanan umlrm tidang pos masih

hi"rieg*i;n/ aisediakan dalarn Ai'BN atau APBN-Perubahan'

Pasal 13

Pada saat Peraturan Mented KeuanC"l Ti TgT T"]aku' 
Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 29 /f\/J(-'02/2o06 tentang Tatacara

Penyediaan dan Pertanggungjayaban .?Tt-^l::ttenggaraan
Kewajiban Umum Bidan"f '{ngtutan Laut Penumpang Kelas

Ekonomi dan Bidang Pos, d%ub"ttun ainyatakan tidak berlaku'

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai b*J".f" seiak tanggal

ditetapkan dan mempuny;i"d^y" Itk" surut terhitung seiak tanggal

1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya'-memerintahkan pengumuman

peraturan Menteri r"rrurrl* ilri d"rrgutt penemPatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia'

DitetaPkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2008

MFNTERI KELIANGAN

trd.

SruMULYANI INDRAWATI

' i

I


